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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR …. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 803);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 12);


	
	
	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

	
	
	
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Daerah Kabupaten.




Pasal 2
[bookmark: _Hlk207269172]APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.934.191.214.462,00 bertambah sebesar Rp74.106.182.345,34 sehingga menjadi Rp3.008.297.396.807,34, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:
1. semula	 Rp2.934.191.214.462,00 
2. bertambah    Rp5.433.645.529,00 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah 
perubahan                                           		     Rp2.939.624.859.991,00 



b. Belanja Daerah:
1. semula	Rp2.929.691.214.462,00
2. bertambah	Rp74.606.182.345,34 
Jumlah Belanja Daerah setelah 
perubahan 	Rp3.004.297.396.807,34 

c. Pembiayaan Daerah:
1. penerimaan pembiayaan
a) semula	   Rp0,00
b) bertambah Rp68.672.536.816,34 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan	Rp68.672.536.816,34
2. pengeluaran pembiayaan:
a) semula	   Rp4.500.000.000,00
b) berkurang  Rp500.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
[bookmark: _Hlk173480904]perubahan 	Rp4.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah 
[bookmark: _Hlk173480914]perubahan             	Rp64.672.536.816,34

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan            	Rp0,00

Pasal 3
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

	a.
	Pendapatan Asli Daerah:
	

	
	1. semula
	Rp691.065.244.064,00
	

	
	2. bertambah
	Rp8.153.907.165,00
	

	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 
	
Rp699.219.151.229,00

	b.
	pendapatan Transfer:
	

	
	1. semula
	Rp2.243.125.970.398,00
	

	
	2. berkurang
	Rp2.720.261.636,00
	

	
	Jumlah pendapatan transfer setelah 
perubahan
	
Rp2.240.405.708.762,00

	
	
	

	
	
	




Pasal 4

	(1)
	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

	
	a.
	Pajak Daerah:
	

	
	
	1.
	semula
	Rp335.877.042.225,00
	

	
	
	2
	berkurang
	Rp3.171.670.344,00
	

	
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan
	Rp332.705.371.881,00

	
	b.
	Retribusi Daerah:
	

	
	
	1.
	semula
	Rp335.006.946.517,00
	

	
	
	2.
	bertambah
	Rp5.403.126.933,00
	

	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
	Rp340.410.073.450,00

	
	c.
	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
	

	
	
	1.
	Semula
	Rp13.236.555.322,00
	

	
	
	2.
	bertambah
	Rp0,00
	

	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
	
Rp13.236.555.322,00

	
	d.
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
	

	
	
	1.
	Semula
	Rp6.944.700.000,00   
	

	
	
	2.
	bertambah
	Rp5.922.450.576,00
	

	
	Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan
	
Rp12.867.150.576,00  



	(2)
	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

	
	a.
	Transfer pemerintah pusat:
	

	
	
	1.
	Semula
	Rp2.121.098.454.000,00  
	

	
	
	2.
	berkurang
	Rp20.918.605.000,00 
	

	
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah 
perubahan	
	
Rp2.100.179.849.000,00 

	
	b.
	Transfer antar daerah:
	

	
	
	1.
	semula
	Rp122.027.516.398,00 
	

	
	
	2.
	bertambah
	Rp18.198.343.364,00 
	

	
	Jumlah transfer antar daerah setelah 
perubahan	
	 
Rp140.225.859.762,00  



Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. belanja operasi:
1. semula		Rp2.337.269.789.758,00
2. bertambah	Rp9.574.882.883,34
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	    Rp2.346.844.672.641,34
b. belanja modal:
1. semula	         Rp124.012.408.813,00
2. bertambah	Rp55.839.427.757,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	      Rp179.851.836.570,00

c. belanja tidak terduga:
1. semula	         Rp23.588.141.491,00
2. bertambah	Rp8.191.871.705,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah 
perubahan         					       Rp31.780.013.196,00
d. belanja transfer:
1. semula   	Rp444.820.874.400,00
2. bertambah	Rp1.000.000.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	       Rp445.820.874.400,00


Pasal 6
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. belanja pegawai:
1. semula		Rp1.327.455.653.342,00
2. berkurang	Rp42.016.628.883,66
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan      Rp1.285.439.024.458,34

b. belanja barang dan jasa:
1. semula		Rp950.969.807.416,00
2. bertambah	Rp50.015.856.767,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah
perubahan 						       Rp1.000.985.664.183,00
c. belanja bunga:
1. semula		Rp0,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	        Rp0,00		              
d. belanja subsidi:
1. semula		Rp400.000.000,00
2. bertambah	Rp375.655.000,00
Jumlah belanja subsisdi setelah perubahan        Rp775.655.000,00
e. belanja hibah:
1. semula		Rp55.599.479.000,00
2. bertambah	Rp1.200.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp56.799.479.000,00
f. belanja bantuan sosial:
1. semula		Rp2.844.850.000,00
2. bertambah 	Rp0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah 
perubahan  							Rp2.844.850.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a. belanja modal tanah:
1. semula		Rp6.982.584.900,00 
2. bertambah	Rp4.321.373.700,00
Jumlah belanja modal tanah setelah 
perubahan       						Rp11.303.958.600,00
b. belanja modal peralatan dan mesin:
1. semula		Rp54.458.830.958,00 
2. bertambah	Rp13.604.054.279,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah
perubahan						          Rp68.062.885.237,00 
c. belanja modal gedung dan bangunan:
1. semula		Rp28.548.229.359,00
2. bertambah	Rp17.321.599.778,00
Jumlah belanja belanja modal gedung dan bangunan 
setelah perubahan					Rp45.869.829.137,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
1. semula		Rp29.697.158.596,00 
2. bertambah	Rp21.090.700.000,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 
setelah perubahan				          Rp50.787.858.596,00
e. belanja modal aset tetap lainnya:
1. semula		Rp64.105.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah
perubahan							  Rp 64.105.000,00
f. belanja modal aset lainnya:
1. semula		Rp4.261.500.000,00
2. berkurang	Rp498.300.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah
perubahan						           Rp3.763.200.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu belanja tidak terduga:
a. semula		Rp23.588.141.491,00
b. bertambah		Rp8.191.871.705,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan							  Rp 31.780.013.196,00   
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
a. belanja bagi hasil:
1. semula		Rp35.138.866.000,00
2. bertambah	Rp0,00 
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan         Rp35.138.866.000,00
b. belanja bantuan keuangan:
1. semula		Rp409.682.008.400,00
2. bertambah	Rp1.000.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah 
perubahan						       Rp 410.682.008.400,00

Pasal 7
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan:
1. semula		         Rp0,00
2. bertambah		Rp68.672.536.816,34
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan					                  Rp 68.672.536.816,34
b. pengeluaran pembiayaan:
1. semula		         Rp4.500.000.000,00
2. berkurang		Rp500.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan				                             Rp4.000.000.000,00		          
Pasal 8
(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya:
1. semula		Rp0,00
2. bertambah 	Rp68.672.536.816,34
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
      tahun sebelumnya setelah perubahan	          Rp68.672.536.816,34

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan penyertaan Modal Daerah:
a. semula		Rp4.500.000.000,00    
b. berkurang	          Rp500.000.000,00  
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah 
perubahan				                            Rp4.000.000.000,00		             
Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi:
a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. pertolongan darurat;
c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan;
e. kebutuhan penampungan serta tempat hunian sementara; dan
f. bencana alam, non alam  dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
	a.
	Lampiran I           :
	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

	b.
	Lampiran II         :
	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 









	c.
	Lampiran III        :
	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

	d.
	Lampiran IV         :
	Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan  Beserta  Hasil  dan  Sub Kegiatan  Beserta Keluaran; 

	e.
	Lampiran V          :
	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan  Keterpaduan  Urusan Pemerintahan Daerah    dan    Fungsi    dalam Kerangka  Pengelolaan Keuangan Negara;





	f.
	Lampiran VI         :
	Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

	g.
	Lampiran VII        :
	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;

	h.
	Lampiran VIII       :
	Sinkronisasi  Program,  Kegiatan  dan  Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;

	i.
	Lampiran IX         :
	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

	j.
	Lampiran X          :
	Daftar Piutang Daerah;

	k.
	Lampiran XI         :
	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;

	l.
	Lampiran XII        :
	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

	m.
	Lampiran XIII.1   :
	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

	n.
	Lampiran XIII.2   :
	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; 

	o.
	Lampiran XIV       :
	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);

	p.
	Lampiran XV        :
	Daftar Pinjaman Daerah; 

	q.
	Lampiran XVI       :
	Daftar Perubahan Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan; dan

	r.
	Lampiran XVII      :
	Daftar Dana Cadangan.



Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
	

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal                   2025

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal …                      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN … NOMOR …

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : …………………
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR ……… TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025


I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan sehingga dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dengan adanya perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara perlu dilakukan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap hasil evaluasi Gubernur maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR ….. 
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